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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUI(O

PE RATUR,AN DAERAH KABUPATEN M UKOM U KO

NOMQR 13 TAI{UN 20O6

TENTANQ

PEMBENIUKAII, PENGHAPUSAN DAN PENGGABLINGAN PESA

PENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E$A

l,4eninrbang : a.

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan

ayat (3) Undang-undang Nompr 32 Tahun 2004 tentanq

Pemerintahan l)aerah, perlu ditetapkan Peraturein Daerah

l(abupaten Mukornuko tentang Pembentukan, Penghapusan dan

,-'nnnnelrlnnen llor ,..rYvvv,,v-,, --sa;

lrahwa untuk kelancaran Pelaksanaan perubahan tersebur perru

ntenetapkan aturan tentang Pembentukan Penghapusarr darr

Penggabungan Desa dalam l(abupaten h{ukomuko;

bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas

perlu dialur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Mukomuko

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pernbi:ntul<an

Kabupaten Mukomuko, Kabupaton Seluma dan Kabupaten Kaur

di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 l'{omor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4266);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)',
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-un(angan (Lembaran Negara Rebuplik

Inclonesia Tahun 2004 NomOr 53, Tamoahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

Undang-undang Nom qr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)''

Undang.undangNomor33Tahqn2004tentangPerimbangan

Keuangan antara Pemerintah PUsat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah otonom (Lembaran Negara Republik l,rdonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Notnor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2C00 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202

Tambahan Lenrbaran Negara Nomor 402"2)"

peraturan Pemerintah Nomor 58 l'ahun 2005 tentang

PengeIoIaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik

IndonesiaTahun2005Nomor140'TambahanLembaranNegara

Nomor 4578 ):

g,'peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ncnrcr 158

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)'
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Qon gan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUI(O

DAN

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Msrreratrkan I PERATURAN DAERAH KAFUPATEN MUKOMUKO TENTAI'iG

PEMBENTUTNIPENGHAPUsANDANPENGGABUNGAN

DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Posal 1

t ',

Dalarn Pera(uran Daerah ini yang dimaksud dengan :

a, Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Mukomuko;

penrerintahan paerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko:

'(c;ara Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko;

le,^,ar Pen*akilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pen'vakilan Rakyat Kabupaten

l,'.<c:ntiko;

carat adalah Kepala Daerah yang mempqnyai wilayah kerja di tingkat Kecarnatan

calam KabuPaten Mukomuko;

, Desa adatah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas'batas wilayah yang

berwenanguntu}<mengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat,

bercjasarkan asal-usul dan adat istiadat sotempat yang diakui dan dihormati dalam

Eistent Pemerintaiart Negara Kesatuan Republik lndonesia;

g, Pemerintahan Desa adalah penyelengaran urusan pemerintahan oleh Pemeritttah

Desa dan Badan Peimusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang drakui dan dihormali dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik lndonesia;
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